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PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM 
MEWUJUDKAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN PASAR  





 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dari persoalan ketertiban dan 
kebersihan pasar. Dalam pelaksanaan ketertiban dan kebersihan pasar tersebut 
dilandaskan pada Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tantang tugas 
pokok dan fungsi dinas perdagangan dan perindustrian. Dalam peraturan 
walikota tersebut dijelaskan yang menjadi tugas-tugas dan fungsi dari Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian. Metode yang digunakan penelitian ini adalah 
kualitatif. Objek penelitian ini adalah pasar Cikpuan dan Pasar Agus salim. Hasil 
dari penelitian ini adalah Dalam tugas pokok dan fungsinya tersebut bidang 
pasar sudah melakukan peranannya, namun pelaksanaannya masih belum 
optimal. Adapun faktor penyebab belum terwujudnya ketertiban dan kebersihan 
pasar adalah Faktor internal meliputi Program kerja yang tidak terstruktur, 
pelaksanaan yang belum maksimal dan konsisten dan juga keterbatasan 
anggaran sehingga penyediaan sarana ketertiban dan kebersihan yang belum 
terpenuhi, pengawasan yang masih belum maksimal, dan juga belum adanya 
tindakan yang tegas kepada yang melanggar aturan dan kebijakan tersebut. 
Selanjutnya adalah faktor eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan 
kebersihan dan ketertiban pasar yaitu kesadaran masyarakat baik itu pedagang 
dan pengunjung yang kurang tentang nilai ketertiban dan kebersihan. 




ِِمِۡسبَِِِللّٱِِِن َٰ مۡحَرلٱِِِميِحَرلٱ 
“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabrakatuh” 
 Puji sukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT , karena dengan berkah 
dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi yang berjudul “Peran 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Mewujudkan Kebersihan dan 
Ketertiban Pasar di Kota Pekanbaru” ini dapat penulis selesaikan. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah 
tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan 
skripsi ini terdapt kekurangan. Sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, 
saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. 
 Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, 
mulai dari mengumpulkan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan 
data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan 
yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan 
dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. 
 Oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan jazakumullahu khairan 
katsira kepada yang terhormat: 
1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Dasrizal dan ibunda Indrawati, yang 
telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, tanpa 
rasa mengeluh, selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik materil 
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maupun moril, pengorbanan tiada batas yang hingga kapanpun takkan bisa 
penulis balaskan. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.AG, selaku Rektor 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak DR. DRS. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Beserta seluruh Stafnya. 
4. Bapak DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Jurusan dan Ibu Weni 
Puji Hastuti, S.Sos, M.Kp selaku sekretaris Jurusan Administrasi Negara 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos M.Si, selaku pembimbing sekaligus Mentor 
dalam berbagai Hal bagi penulis, yang telah membimbing, mengarahkan, dan 
membantu penulis hingga peneyelesaian skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah banyak 
menyumbangkan ilmunya selama penulis mengenyam bangku pendidikan di 
perkuliahan. 
7. Seluruh Staf Akdemik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersumbangsih dalam kelancaran 
penulis melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalm skripsi. 
8. Seluruh Pejabat, Pegawai dan Staf Dinas Perindusutrian dan Perdagangan 
Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis. 
9. Seluruh keluarga, sahabat, rekan-rekan seangkatan, senior, dan semua pihak 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu 
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penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama senantiasa memberikan 
motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih.  
Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-
besarnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik 
dalam ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama 
kali di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga selesainya studi 
penulis. 
Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat 
bernilai ibadah disisiNya. Amin. 
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan pada dasarnya adalah sebagai tolak ukur untuk 
meningkatkan kota menjadi lebih baik, agar terciptanya pembangunan yang baik 
maka pemerintah dan masyarakat perlu melakukan yang namanya kerja sama agar 
terciptanya masyarakat moderen sehingga tercapainya UUD 1945 tentang 
pembangunan nasional. Pembangunan yang menyeluruh dan sistematis sudah 
dilakukan dan menunjukan hasil yang dapat mensejahterakan rakyat. Pada 
hakekatnya pembangunan merupakan suatu rangkaian yang telah dilakukan secara 
sadar, terencana dan berkesinambungan dari keadaan yang kurang baik menuju 
keadaan yang lebih baik, pembangunan nasional akan terwujud bila adanya 
kesinambungan program antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah/kota. 
Tingkat persaingan dunia usaha diindonesia sangatlah ketat, karena setiap 
pengusaha senangtiasa berusaha untuk mendapatkan pangsa pasar dan meraih 
konsumen baru. Pengusaha harus dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat 
agar usahanya tetap berjalan dan memenangi persaingan maka makin banyak pula 
pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan 
harapannya. Sehingga kosuekuensi dari perubahan tersebut adalah konsumen jadi 
lebih cermat dan pintar menghadapi setiap produk yang diluncurkan. 
Pekanbaru merupakan kota yang saat ini sedang berkembang menuju kota 
yang lebih baik, seiring dengan itu diperlukan adanya penataan kota dimana salah 




akan terwujud dan terasakan oleh segenap masyarakat dalam kondisi yang baik, 
bersih, indah dan cermin sebagai adanya kebersihan. Keindahan dan ketertiban 
merupakan modal bagi suatu pembangunan. Kalau dilihat dari secara fisik 
pembangunan kota telah dilaksanakan tetapi belum melihatkan kebersihan, 
ketertiban dan keindahan. Oleh karena itu, maka upaya pembangunan tidak akan 
bermakna tanpa adanya kebersihan dan ketertiban. Dengan demikian hal ini harus 
diperhatikan karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan kebersihan 
pangkal sehat. 
Pasar adalah tempat interaksi penjual dan pembeli untuk melakukan jual 
beli. Semua masyarakat pasti membutuhkan  pasar untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya. Keberadaan pasar tradisional memiliki peran strategis dalam 
menggerakan roda perekonomian daerah secara umum kususnya masyarakat 
sekitar pasar. Lebih dari itu, pasar tradisional juga merupakan sarana interaksi dan 
komunikasi antar anggota masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan 
hubungan-hubungan sosial. Sebuah pola interaksi yang tidak akan ditemui di 
pusat perbelanjaan modern yang berjiwa individualistik. Dan yang tak kalah 
penting adalah dalam interaksi tersebut juga akan tersemai nilai-nilai 
kebersamaan. Pasar tradisional juga menampung para pedagang, tenaga kerja, dan 
tempat berputaran uang, barang dan jasa bagi masyarakat lokal, maka dari itu 
apabila pasar dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan 
pendapatan asli daerah (PAD). Untuk sarana pasar yang disediakan oleh 




wewenang dinas pasar sebagai pnertiban pasar yang akan melakukan penertiban 
tersebut yang diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan pada   
pengguna pasar. 
Adapun Tupoksi yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan 
pada bidang pasar kota pekanbaru, yaitu :  
a. Pengembangan pasar dan pengawasan 
b. Kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL 
c. Seksi Retribusi 
Dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kota 
menyediakan pasar untuk masyarakat yang dikelola pemerintah. Dikarenakan 
perkembangan  kota pekanbaru semakin lama semakin pesat. Adapun pasar yang 
dikelola oleh pemerintah pusat yaitu pada tabel dibawah. 
Tabel 1.1 
Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Pekanbaru 
No Nama Pasar Alamat 
1 Pasar Cik Puan  Jalan Tuanku Tambusai, kecamatan Sukajadi 
2 Pasar Rumbai Jalan Sekolah, Kecamatan Rumbai Persisir 
3 Pasar Labuh Baru  Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan 
Payung Sekaki 
4 Pasar Simpang Baru Jalan HR. Soebrantas, Kecamatan Tampan 
5 Pasar H. Agussalim Kecamatan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru 
Kota 
6 Pasar Lima Puluh Jalan Sultan Sayrif Kasim, Kecamatan Lima Puluh 
Sumber: Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru 
Dalam peraturan daerah No 4 Tahun 2000 membahas tentang segi 





1. Menyediakan tong sampah baik ditempat umum maupun ditempat yang 
banyak dilalui oleh masyarakat. 
2. Menunjuk petugas kebersihan untuk mengangkut sampah yang telah 
dikumpulkan oleh masyarakat. 
3. Menyediakan tempat atau lapangan untuk memusnahkan sampah. 
4. Membuat larangan tentang membuang sampah sembarangan. 
5. Menetapkan retribusi atau biaya kebersihan kepada masyarakat. 
6. Memberikan atau membebaskan keringanan biaya kebersihan apabila 
masyarakat tersebut mendapat izin atau persetujuan dari Walikota atau 
adanya alasan-alasan tertentu yang masuk akal. 
7. Menyiapkan pengawasan kepada petugas kebersihan. 
8. memberikan sanksi administrasi/ketentuan pidana. 
Dalam rangka untuk menjaga kebersihan untuk masyarakat maka adanya 
kebijakan dari pemerintah daerah yang dibentuk dalam peraturan daerah nomor 6 
tahun 2000 tentang retribusi pasar dan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 
tahun 2000 tentang retribusi kebersihan dalam pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa 
setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan tanah atau 
lapangan atau yang merupakan sumber sampah sebagaimana dimaksut ayat (1) 
pasal 2 dan 3 peraturan daerah ini, atas imbalan jasa penyelenggaraan, pelayanan, 
pengangkatan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dari TPS ke 
TPA sebagaimana yang dimaksut pasal 6 dan 7 dikenakan retribusi kebersihan. 




masyarakat, agar kota ini terlihat bersih dan tertib sehingga membuat nyaman 
masyarakat. 
Dalam peraturan waikota kota pekanbaru, nomor 114 tahun 2016  dinas 
perindustrian dan perdagangan mengintruksikan kepada Bidang pasar untuk 
melaksanakan beberapa hal tentang Kebersihan dan Ketertiban, yaitu : 
1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan. 
2. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL. 
3. Seksi Retribusi. 
Salah satu untur pelaksana program yang dilakukan oleh dinas 
perdagangan dan perindustrian khususnya pada bidang pasar  kota pekanbaru 
yaitu kususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) pasar, yang dikeluarkan 
sesuai intruksi oleh pemerintah, maka dari itu UPTD menerapkan suatu kebijakan 
untuk pedagang dalam hal Kebersihan dan Ketertiban, Yaitu: 
1. Segi Kebersihan 
a. Disediakannya petugas kebersihan untuk membersihkan pasar. 
b. Terdapat tong sampah guna untuk membuang sampah. 
2. Segi Ketertiban 
a. Telah disediakan tempat kusus parkir kendraan roda dua dan kendraan 
roda 4 agar tidak menggunakan badan jalan guna untuk parkir kendraan. 
b. Telah disediakan kios/tempat dagang didalam kawasan pasar. 
Pelaksanaan Kebersihan dan ketertiban harus sesuai dengan yang di atur 
oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru. Namun hal yang terjadi 




kesalahan atau pelanaggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti masih banyaknya 
sampah berserakan padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah, badan 
jalan masih dipergunakan sebagai tempat berjualan oleh PKL dan tempat parkir. 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 Tentang pedagang kaki lima ( 
PKL ) dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 bahwa pedagang kaki lima harus 
bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, 
kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha. 
Untuk menciptakan Pekanbaru sebagai Kota yang bersih maka Pemerintah 
Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 
tentang ketertiban umum yang meliputi: tertib jalan, jalur hijau, taman dan tempat 
umum, tertib sungai, jalur air, kolam, tertib keamanan lingkungan dan lain 
sebagainya yang masing-masing mempunyai ketentuan dan pidana serta adanya 
pengawasan dan penyusutan. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di 
pasar Agus Salim dan Cik Puan dari segi pelaksanaan , yaitu: 
a. Tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir, namun ruas jalan 
dijadikan sebagai tempat parkir kendraan roda 2 dan 4 sehingga 
mengganggu pengendara lain untuk melintas ( parkir tidak tertib ). 
b. Sudah adanya Peneguran dari pihak UPTD agar tidak berjualan di badan 
jalan, namun masih ada juga pedagang yang melakukan berjualan di badan 
jalan. 




d. Jalan pasar masih ada yang hancur dan berlubang sehingga mengganggu 
pengendara untuk melintas. 
e. Telah tersedianya tong sampah, namun masih membuang sampah 
sembarangan. 
f. Sudah adanya teguran dari pihak UPTD kepada para pedagang tentang 
sampah di tempat mereka berjualan. Tetapi pedagang masih juga tidak 
menjaga kebersihan ditempat mereka berjualan. 
Masalah yang ada di pasar simpang baru kecamatan tampan dari segi 
Kebersihan dan Ketertiban, yaitu: 
a. Parkir kendaraan tidak pada tempatnya. 
b. Badan jalan masih dipergunakan untuk berjualan,  
c. Masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar pasar. 
d. Selokan yang dangkal dan sempit. 
e. Jalanan dipasar masih ada yang rusak atau berlubang. 
f. Kios atau tempat pedagang berjualan masih ada yang belum tertata dengan 
rapi terlihat berantakan dan beracakan. 
Oleh karena itu,penulis tertarik utuk meneliti lebih dalam mengenai 
Kebersihan dan Ketertiban Pasar dan mengambil judul, yaitu: “Peran Dinas 
Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan 







1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian Latar Belakang permasalahan yang ada, maka 
perumusan permasalahan ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 
mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru? 
2. Apa saja Faktor Penghambat Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 
mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui Bagaimanakah peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 
mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru. 
2. Mengetahui apa saja Faktor Penghambat Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian dalam mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota 
Pekanbaru. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan berfikir dalam menganalisa permasalahan tentang Kebersihan dan 
Ketertiban. 
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait. 




1.5. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 
penulis membaginya lima bab, dari masing- masing bab dibagi dalam 5 sub 
bagian sebagai berikut: 
BAB  I  PENDAHULUAN 
 Bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
 Bab ini akan di bahas mengenai teori yang di jadikan pedoman dalam 
melakukan pembahasan penelitian ini, serta indikator yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
 Bab ini akan di bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 
analisa data. 
BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 Bab ini menguraikan tetang kondisi Kota Pekanbaru dan Tentang 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru baik mengenai Sejarah Berdirinya 
maupun Tugas Dinas Sosial dan setiap Bagian yang ada dalama Dinas 






BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini akan diuraikan hasil pengelolaan data lapangan, hasil 
penelitian dilapangan serta wawancara tentang pembinaan anak 
jalanan di kota Pekanbaru 
BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh 






2.1. Konsep Pemerintah 
Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau 
“pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti 
sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa 
unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah” : 
1. Adanya “keharusan”, menunujukkan kewajiban untuk melaksanakan apa 
yang diperintahkan; 
2. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah; 
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima 
perintah; 
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah; 
“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata 
“government” kata yang berasal dari suku kata “to govern”. Tetapi “perintah” 
disalin dengan “to order” atau “tocommand” dengan lain kata “to command” 
tidak diturunkan dari “to govern”. Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas 
mempunyai makna/pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan 
syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak 
syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu.  
Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 




dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara 
lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” daiartikan sebagai menguasai 
atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata 
“pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara (Bayu 
Surianingrat, 9-10: 1992). 
Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok 
individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan 
yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta 
meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan 
berbagai keputusan (Bayu Surianingrat, 11: 1992) 
Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi 
pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang 
meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan 
perlindungan. Pemerintahan desa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 dijelaskan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
 
2.2. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, 
bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai usaha 




secara efektif, guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat. Kewenangan dalam 
pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda 
(zelfwetgeving) dan penyelenggaraan pemerintahan (zelfbestuur) yang diemban 
secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam 
konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri. 
Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan 
tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (central 
government), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan 
kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government). Pengaturan pelaksana 
kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika 
kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, 
jika kekuasaan negara dipencarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai 
perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang 
disebabkan faktor-faktor tertentu (Agus Salim, 27: 2007). 
Kekuasaan pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya kewenangan 
pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk 
mengurangi kekuasaan pemerintah pusat (Agus Salim, 27: 2004). Pemberian 
sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonomi 
(negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan 
tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kewenangan yang melekat pada 
daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan 




pusat dengan daerah di mana suatu negara kesatuan yang gedecentraliseerd, 
pemerintahan pusat membentuk daerah-daerah, serta menyerahkan sebagian dari 
kewenangannya kepada daerah. 
a. Penerapan Asas Desentralisasi 
Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan 
pakar dalam mengkaji dan melihat harapan asas ini dalam pelaksanaan 
pemerintahan daerah. Perdebatan yang muncul diakibatkan oleh cara 
pandang dalam mengartikulasikan sisi mana desentralisasi diposisikan 
dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas 
desentralisasi tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa hal, di antaranya: 
(1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan kekuasaan; (2) 
desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, (3) 
desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran,pemencaran, dan pemberian 
kekuasaan dan kewenangan; serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam 
pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. 
Pertama, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi 
merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan. Dalam arti 
ketatanegaraan, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan 
urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada 
daerah menjadi urusan rumah tangganya. Pemaknaan desentralisasi 
dibedakan dalam empat hal; (1) kewenangan untuk mengambil keputusan 
diserahkan dari seorang pejabat administrasi/pemerintah kepada yang lain; 




lebih luas daripada penjabat yang diserahi kewenangan tersebut; (3) 
penjabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah 
kepadapenjabat yang telah diserahi kewenangan itu, mengenai 
pengambilan keputusan atau isi keputusan itu; serta (4) penjabat yang 
menyerahkan kewenangan itu tak dapat menjadikan keputusannya sendiri 
sebagai pengganti keputusan yang telah diambil, tidak dapat secara bebas 
menurut pilihan sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diserahi 
kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat menyingkirkanpenjabat 
yang telah diserahi kewenangan itu dari tempatnya. 
Kedua, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi 
merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan bahwa desentralisasi 
adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. 
Desentralisasi di bidang pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan 
wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi 
pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari 
kelompok yang mendiami suatu wilayah (Arif Nasution, 16: 2000). 
Desentralisasi politik merupakan pelimpahan kewenangan untuk 
pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, 
mendorong masyc dan perwakilan mereka untuk berpartisipasi di dalam 
proses pengambil keputusan. Dalam suatu struktur desentralisasi, 
pemerintah tingkat bawah merumuskan dan mengimplementasikan 
kebijakan secara independen, dan intervensi dari tingkatan pemerintahan 




daerah tidak sebagai sesuatu yang harus ditakuti oleh pemerintah pusat 
karena pemberian kewenangan tersebut tidak akan terlepas dari koordinasi 
dan pengawasan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah 
hanya sebagai salah satu usaha untuk lebih melancarkan tugas tanggung 
jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di setiap daerah. 
Ketiga, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi 
sistem pemerintahan merupakan pembagian, penyebaran, pemencaran, 
pemberian kekuasaan dan kewenangan. Tresna berpandangan bahwa 
desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan mengatur diri kepada 
daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi, di 
dalam pemerintahan negara. Sedangkan Soehino berpandangan bahwa, 
desentralisasi kedaerahan memberi ruang kepada alat perlengkapan suatu 
lembaga hukum untuk membentuk hukum in-abstractodan pemberian 
delegasi kepada alat perlengkapan lembaga hukum publik untuk 
membentuk aturan hukum in-concreto. 
Keempat, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi 
merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah, 
desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-
kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu ya diselenggarakan 
berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri. Jadi, 
desentralisasi menyangkut pembentukan daerah otonom dengan dilengkapi 




(Arif Nasution, 16: 2000). Pemaknaan desentralisasi yang dikaitkan 
dengan demokratisasi sendi-sendi pemerintahan, bahwa otonomisasi tidak 
saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya 
prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan 
masyarakat sendiri. Desentralisasi dalam paham demokrasi diharapkan 
dapat mewujudkan daerah-daerah otonom yang memiliki kewenangan 
menentukan nasib sendiri, yaitu membuat peraturan dan menjalankannya 
serta menjalankan peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi. 
Dari beberapa pandangan pakar di atas, dengan jelas menafsirkan 
bahwa dimensi makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan 
kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan 
pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di negara kesatuan. 
Penyerahan, pendelegasian, danpembagian kewenangan dengan sendirinya 
menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan 
dalam bingkai daerah otonom (Hoessein, Benyamin, 31: 2005). 
Pendelegasian  wewenang  dalam  desentralisasi  bersifat  hak 
dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan 
lainnya dalam batas-batas urusan yang telah diserahkan kepada badan-
badan otonom itu. Jadi, pendelegasian wewenang dalam desentralisasi 
berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga 




berlangsung antara petugas perorangan pusat di pusat kepada petugas 
perorangan pusat di daerah. 
b. Penerapan Asas Dekonsentrasi 
Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat 
menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-
keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat 
berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk 
lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula. Pendelegasian 
dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di 
pemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat di pemerintahan 
daerah (Agus Salim, 27: 2004). 
Konsep pelaksanaan desentralisasi bisa bersifat administratif dan 
politik. Sifat administratif disebut dekonsentrasi yang merupakan delegasi 
wewenang pelaksanaan kepada tingkat-tingkat lokal dan sifat politik 
merupakan devolusi, yang berarti bahwa wewenang pembuatan keputusan 
dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya diberikan kepada 
pejabat-pejabat regional dan lokal. Pada hakikatnya, alat-alat pemerintah 
pusat ini melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah. Penyerahan 
kekuasaan pemerintah pusat kepada alatnya di daerah karena 
meningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah dekonsentrasi 
merupakan salah satu jenis desentralisasi; dekonsentrasi, desentralisasi, 
tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi yang akan 




dapat mengganti keputusan yang pernah diambil/dibuat oleh penjabat yang 
diserahi kewenangan itu dengan keputusan sendiri, dan penjabat yang 
menyerahkan kewenangan itu (betul) dapat mengganti penjabat yang 
diserahi kewenangan dengan yang lain menurut pilihan sendiri dengan 
bebas (Agus Salim, 32: 2004). 
Dalam kajian hukum tata negara, pemerintah yang berdasarkan 
asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat 
perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan 
pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat 
tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan 
tugas atas nama pemerintah pusat. 
c. Penerapan Asas Tugas Pembantuan (Medebewind) 
Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan 
tidak dalam konteks hubungan “atasan-bawahan”, tetapi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk 
menolak. Hubungan ini timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum 
atau peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, tugas pembantuan 
adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih 
tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, 
termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas 
pembantuan. 
No. 32/2004 menegaskan dalam Bab 1, Pasal 1 butir 9 bahwa tugas 




desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta 
da pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 
tertentu. Tugas pembantuan dapat dijadikan sebagai terminal menuju 
“penyerahan penuh” suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan 
merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan 
penuh. Kaitan tugas antara tugas pembantuan dengan desentralisasi dalam 
melihat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya 
bertolak dari: (1) tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Jadi, 
pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah 
tanggung jawab daerah yang bersangkutan; (2)tidak ada perbedaan pokok 
antara otonomi dan tugas pembantuan karena dalam tugas pembantuan 
terkandung unsur otonomi, daerah punya cara-cara sendiri melaksanakan 
tugas pembantuan; serta (3) tugas pembantuan sama halnya dengan 
otonomi, yang mengandung unsur penyerahan, bukan penugasan (Agus 
Salim, 33: 2004).Yang dapat dibedakan secara mendasar bahwa kalau 
otonomi adalah penyerahan penuh, maka tugas pembantuan adalah 
penyerahan tidak penuh. 
 
2.3. Peran Pemerintah Daerah 
Menurut Soekanto (2009: 212-213) Peran adalah proses dinamis 
kedudukan (satatus). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan sesuatu peranan. Perbedaan antara 
kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 




Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dibedakan dalam dua 
pengertian yuridis, yakni: Selaku alat kelengkapan negara yang bertindak untuk 
dan atas nama negara yang kekuasaannya melekat pada kedudukan seorang kepala 
negara. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan 
atau selaku administrator negara (pejabat atau badan atas usaha negara) 
Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan, kegiatan, 
urusan, atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau 
dilaksanakan oleh pemerintah. Eksekutif adalah cabang kekuasaan dalam negara 
yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui  
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif  
maupun atas inisiatif sendiri. 
Administrasi (negara) adalah badan atau jabatan dalam lapangan 
kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum 
untuk melakukan tindakan-tindakan, baik di lapangan pengaturan maupun 
penyelenggaraan administrasi (negara). Berkaitan hubungan antara pemerintahan 
dan administrasi negara, maka didalam organisasi  modern sebagaimana negara 
dan perangkatnya, Max Weber mengintroduksi terminologi birokrasi dengan 
mengatakan sebagai berikut: (Dahl, 1994: 13) Pemerintah tidak lain adalah yang 
berhasil menopang klaim bahwa perintahlah yang  secara eksklusif berhak 
menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu 





Tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan yang membuahkan 
kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran. Sedangkan Birokrasi itu 
sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Birokrasi patrimonial yang berfungsi 
berdasarkan nilai-nilai tradisional yang tidak memisahkan antara tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab dinas dengan urusan pribadi pejabat. Birokrasi 
modern (rasional) dicirikan dengan adanya spesialisasi, hukum, pemisahan tugas  
dinas dan urusan pribadi. Lebih jauh berkaitan dengan birokrasi publik di 
Indonesia, Miftah Thoha (Miftah Thoha, 2000: 4-5) memberikan catatan tentang 
restrukturisasi dan reposisi birokrasi publik. Sekurangnya terdapat tiga aspek yang 
perlu diperhatikan, yaitu aspek penegakan demokrasi, aspek perubahan sistem 
politik, dan aspek perkembangan teknologi informasi. 
Aspek Penegakan Demokrasi: Prinsip demokrasi yang paling urgen adalah 
meletakkan kekuasaan pada rakyat dan bukan pada penguasa. Oleh karena itu 
struktur kelembagaan pemerintah yang disebut birokrasi tidak dapat lepas dari 
kontrol rakyat. Wujud kekuasaan dan peran rakyat ialah bahwa pada setiap 
penyusunan birokrasi harus berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-
undang, rakyat terlibat dalam mendesain dan menetapkan lembaga-lembaga 
pemerintahan atau birokrasi di pusat maupun di daerah. 
Aspek Perubahan Sistem Politik: Era reformasi saat ini sungguh 
menghadapi persoalan kondisi mental, sikap dan perilaku politik warisan rezim 
terdahulu terutama dalam kerangka single majority Golongan Karya. Pada masa 
orde baru semua posisi jabatan dalam organisasi publik ditempati olehkader-kader 




manakah “birokrat partisan” Struktur organisasi publik berkembang antara pejabat 
birokrasi dan pejabat politik. Semua organisasi pemerintah dikaburkan antara 
jabatan karier dan nonkarier, antara jabatan birokrasi dan jabatan politik. 
Aspek Perkembangan Teknologi Informasi: Kemajuan jaman dan 
perubahan global telah menjadikan cara kerja suatu birokrasi dengan 
menggunakan teknologi informasi. Cara demikian telah menciptakan “birokrasi 
tanpa batas dan tanpa kertas” Berdasarkan kondisi demikian, maka tatanan 
organisasi akan berubah menjadi lebih pendek dan ramping. Sesuai dengan asas 
demokrasi, kewenangan birokrasi menjadi tidak hanya berada pada tataran 
penguasa melainkan tersebar dimana-mana (decentralized). Birokrasi tanpa batas 
dan tanpa kertas telah menjadikan birokrasi tidak lagi secara tegas mengikuti garis 
hirarki. Struktur organisasi bersifat ad-hoc, komite, dan matrik akan menjadi 
model organisasi mendatang, yang sering disebut sebagai organisasi struktur logis 
(logical structure). 
Menurut Max Weber (Dahl, 1994:13), pemerintah tidak lain adalah yang 
berhasil menopang klaim bahwa perintahlah yang secara eksklusif berhak 
menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu 
batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan 
dibentuk birokrasi.Sedangkan tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan yang 
membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran. 
Pada suatu pemerintahan terdapat fungsi legislasi. Fungsi legislasi secara 
umum adalah fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan atau 




sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh parlemen (DPR/DPRD), tetapi juga oleh 
institusi-institusi lain seperti eksekutif serta yudikatif. Akan tetapi kajian modul 
ini hanya akan berfokus pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). 
Sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2003 (tentang Susunan Dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), DPRD merupakan 
sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 
pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota. Dalam UU nomor 32 tahun 2004 
(tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan DPRD sebagai lembaga perwakilan 
rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. 
Sebagai sebuah lembaga pemerintahan di daerah atau unsur penyelenggara 
pemerintahan di daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasan. 
 
2.4. Organisasi Perangkat Daerah 
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah,dilakukan oleh kepala daerah dan 
DPRD dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiridari unsur staf yang membantu 
penyusunan kebijakan dan koordinasi. Hal ini disusun dalam lembaga sekretariat, 
unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah. Berdasarkan susunan, tugas dan fungsi yang satu sama lain 
berbeda, yang diharapkan adalah terselenggaranya roda pemerintahan yang baik. 
Adapun pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 




urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab kepada 
masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah setelah diberlakukannya 
prinsip otonomi yang seluas-luasnya.  
Meskipun diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, akan 
tetapi peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan melalui tugas pembantuan. 
Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan 
Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 
Klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana tertera pada UU Nomor 23 
tahun 2014 terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan 
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan 
absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan 
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan 




organisasi perangkat daerah, secara formal keberadaannya diatur dalam Pasal 208 
UU Nomor 23 Tahun 2014. 
Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Perangkat 
Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. Perangkat daerah terdiri atas: 
1. Sekretariat Daerah 
2. Dinas Daerah, 
3. Lembaga Teknis Daerah 
4. Kecamatan dan 
5. Kelurahan. (Widjaya, 2001:30). 
Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) 
dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur 
organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Daerah. Perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: 
1. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah 
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah 
3. Kemampuan keuangan daerah 
4. Kesediaan sumber daya aparatur 





Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 6, 
kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah 
berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: 
a. Umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan 
b. Teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). 
Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang 
terdiri atas indikator: 
a. Jumlah penduduk; 
b. Luas wilayah; dan 
c. Jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 
Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada 
setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan 
Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. 
 
2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pasar pada  Ketertiban dan 
Kebersihan 
1. Seksi Kebersihan, ketertiban dan Pembinaan PKL 
a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja. 
b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja. 
c. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa 
laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan 




d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan 
pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan 
yang terjadi dalam lingkungan pasar. 
e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang 
lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di 
dalam lingkungan pasar. 
f. Penyiapan bahan dan peralatan kerja. 
g. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan 
di lingkungan pasar. 
h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana 
kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar. 
i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 
pemecahan masalah. 
j. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan. 
k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan. 
l. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima. 
m. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan 
keberhasilan pembinaan pedagang. 
n. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur 
penarikan retribusi. 
o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke 
arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan. 




2.6. Konsep Pasar 
Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar (dalam pengertian luas, 
sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran) terbentuk sebagai salah 
satu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. 
Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya 
merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan 
warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas 
permasalahan kota. Pemaknaan ini merefleksikan fungsi pasar yang lebih luas, 
namun selama ini kurang tergarap pengelolaannya dalam berbagai kebijakan. 
Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pasar, seperti kebijakan perdagangan, 
tata ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari 
konsep pasar. Pengabaian terhadap fungsi sosial-kultural pasar inilah yang 
kemudian melahirkan bentuk-bentuk pasar modern yang bernuansa kapitalistik, 
yang lebih menonjolkan kenyamanan fisik bangunan, kemewahan, kemudahan, 
dan kelengkapan fasilitas namun menampilkan sisi lain yang individualistis, 
“dingin”, dan anonim. 
Pasar adalah salah satu dari berbagai sistim, institusi, prosedur, hubungan 
sosial dan infrastruktur  dimana usaha penjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk 
orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat 
pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari 
perekonomian. Ini adalah pengaturan yang meningkatkan pembeli dan penjual 
untuk item pertukaran.Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan 




lokasi jenis dan berbagai jenis komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa 
yang diperdagangkan (Gunadarma, 2012). 
Menurut Suparlan dalam Ramilus (2005), pasar adalah sekelompok 
bagunan dan sebagian beratap dan terbuka tanpa tap yang ditunjuk oleh 
pemerintah dimana pedagang-pedagang berkumpul untuk memperdagangkan dan 
menjual barang dagangnya.Pasar adalah tempat yang sifatnya tetap, permanen, 
bertemunya produsen dan konsumen atau pedagang dan pembeli, tempat 
terjadinya tukar menukar antara barang dan jasa yang telah diproduksi produsen 
dengan konsumen secara langsung atau difasilitasi oleh distributor (pedagang). 
Dalam ilmu ekonomi mainsteram, konsep pasar adalah setiap struktur 
yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan 
informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta 
terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang mempengaruhi harganya. 
Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori 
dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua 
peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan 
memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar 
mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan 
harga (Fattah, 2008). 
Jenis-jenis pasar ada 2 yaitu: 
a. Pasar Tradisional 
Pasar tradisional adalah pasar yang mudah dibangun oleh pihak 




dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang menyediakan barang-barang 
konsumen sehari-hari masyarakat. Pasar tradisional biasanya dikelolah 
oleh pedagang keil, menengah, dan koperasi. Proses penjualan dan 
pembeli dilakukan dengan tawar menawar dan pengelolaannya bermodal 
kecil. 
b. Pasar Modern 
Pasar moderen adalah pasar yang digunakn oleh pihak pemerintah, 
swasta, dan koperasi yang dikelolah secara moderen menjual barang 
kenutuhan sehari-hari barang lainnya bersifat tahan lama. Modal yang 
dikelolah oleh pedagang jumlahnya besar. Kenyamanan berbelanja bagi 
penbeli sangat diutamakan. Biasanya penjual memasang label harga pada 
setiap barang. Contoh dari pasar moderen adalah plaza, swalayan 
(supermarket), dan minimarket. 
Menurut Amir dan Jaswita (2006), yang dimaksud dengan 
pedagang adalah mereka yang memberikan jasa prantara menghubungkan 
antara produsen dengan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup 
manusia.Sementara itu, pedagang sendiri jenisnya bermacam-macam. Ada 
pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kios, pedagang kaki 
lima.grosir (pedagang besar), pedagang supermarket dan sebagainya. 
Jenis-jenis pedagang ini lazim dibedakan berdasarkan pada cara 
penawaran barang dagangannya masing-masing. Pedagang dapat 
dibedakan atas pedagang besar dan pedagang kecil. Dalam perdagangan 




atau pengguan, sedangkan dalam perdagangan kecil,jual beli berlangsung 
secara kecil-kecilan dan barang dijual langsung kepada konsumen. 
Upaya pemerintah dalam mengelolah dan membina pasar 
tradisional pembagunan nasional bagi bangsa Indonesia salah satunya 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini ikut 
serta mendorong usaha perpasaran tumbuh dengan pesat. Tumbuhnya 
usaha perpasaran dengan pesat mewujudkan bahwa semakin tingginya 
kebutuhan akan tempat usaha bagi masyarakat dan semakin menigkat serta 
beragamnya keinginan konsumen untuk menentukan tempat berbelanja. 
Peran dinas pasar dalam mengelolah pasar daerah yaitu 
memberikan tata pemberian izin dan pemakaian tempat berjualan, 
melaksanakan dan mengawasi kebersihan dan ketertiban pasar, dan 
melaksanakan ketentuan retribusi dan pemeliharaan pasar.sebagaimana 
yang di atur pada Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016. 
 Pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu pasar tradisional dan 
pasar moderen. Pasar tradisional merupakan salah satu infrastruktur 
ekonomi bagi kabupaten dan ikut serta mendukung kebersihan otonomi 
daerah tetapi pada kenyataan pasar tradisional seara kualitas maupun 
kuantitas masih kalah jauh dengan pasar moderen. Kondisi demikian 
memerlukan peranan dinas pasar dalam mengelolah dan membina pasar 
tradisional agar terjaga kebersihannya. Bagaimana peranan dinas pasar 
dalam mengelolah dan membina pasar daerah untuk dapat 




agar terasa nyaman dan aman bagi para pengunjuang yang akan membeli 
barang kebutuhan sehari-hari (Gunadarma, 2012). 
 
2.7. Konsep Kebersihan dan Ketertiban 
Bersih adalah keadaan kondisi lingkungan dan sarana dan menampilkan 
kebersihan, kerapian dan sehat disemua tempat yang menjadi tempat kegiatan 
manusia. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termaksud diantaranya 
debu, sampah bau. Kebersihan adalah salah satu dari tanda yang baik. Manusia 
perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, 
tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menyebarkan kuman penyakit bagi 
diri sendiri maupun orang lain, Raharjo dalam Jaswita (2006). 
Salah satu penghambat kebersihan adalah sampah yaitu bahan buangan 
yang tidak mempunyai nilai  atau tidak berharga lagi untuk dimanfaatkan. Sampah 
adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil sumber hasil aktivitas 
manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah 
merupakan sesuatu yang tidak berguna lagi dibuang oleh pemiliknya atau pemakai 
semula, Tandjung dalam Hermanto (2007). Pengertian sampah itu sendiri adalah 
sebagian dari benda ata hal yang dipandang tidak digunakan lagi, tidak dipakai, 
tidak disenangi, atau harus dibuang. Jenis–jenis sampah berdasarkan sifatnya 
yaitu: 
Sampah organik (degradable): tidak dapat diolah kembali,seperti 
sayur,makanan daun kering dan sebagainya. 
Sampah anorganik (undegerdable): dapat diolah kembali atau daur ulang 




Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebersihan lingkungan 
sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi, sangat diharapkan bagi 
masyarakat untuk menjaga lingkungan,agar lingkungan kita bersih dari sampah-
sampah, kebersihan adalah cerminan hidup dari seseorang,hal ini harus dibiasakan 
dan dibudidayakan sampai kapanpun,kalau tidak banyak menimbulkan penyakit 
bagi mansia itu sendiri, Tanjung dalam Hermanto (2007). 
Ketertiban adalah aturan yang mengharuskan segala sesuatu supaya berjalan 
sejalan agar tidak berantakan dan teratur. Dalam upaya peleksanaan program 
kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di Pasar Simpang Baru Kecamatan 
Tampan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan K3 sebagaimana yang tertuang dalam 
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000 dapat dilihat pengertian kebersihan, 
keindahan dan ketertiban (K3) menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000, 
yaitu:  
1. Kebersihan adalah suatu lingkungan yang bersih, indah dan tertib dari 
segala macam yang mengenai masalah sampah di lingkungan. 
2.  Keindahan adalah kepandaian seseorang menata, merawat dan 
membersihkan lingngkungan secara rapi, indah dan apa bila orang yang 
melihatnya akan merasa senang bila mereka berada disana. 
3.  Ketertiban adalah terjaganya keselamatan, kenyamanan masyarakat bisa 
hidup tenang, tertib tanpa merasa terganggu atau ketakutan terhadap 






2.8. Kajian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang digunakan dan relevan dengan kajian peneletian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian dari Rizki Aperta dengan judul  Partisipasi Pedagang Dalam 
Pelaksanaan Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Di Pasar Pagi Arengka 
Pekanbaru. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk mekanisme 
partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Pagi Arengka Kota 
Pekanbaru dimulai dari proses tahap perencanaan, tahap implementasi yaitu 
mengadakan sosialisasi tentang bentuk regulasi pengelolaan sampah. 
selanjutnya tahap pengawasan dan pengendalian yaitu kegiatan pemeliharaan 
dan peningkatan disiplin masyarakat, pengelola membuat laporan, untuk 
disampaikan ke pemerintah maupun masyarakat sesuai aturan atau mekanisme 
yang disepakati. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat 
partisipasi pedaang dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yaitu bisa 
dilihat dari faktor jenis pekerjaan karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam 
kelompok dan mobilitas individu. Lamanya berdagang memiliki keterkaitan 
yang kuat dengan bentuk peran serta masyarakat dalam proses keterlibatan 
pedagang dalam kegiatan fisik/kerja bakti. Semakin lama seseorang tinggal, 
menetap dan berdagang di suatu daerah pada umumnya akan memberikan 
pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan psikologisnya. Dalam hal ini 
semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal, semakin tinggi ikatan 
psikologis dengan lingkungannya yang berpengaruh pada besarnya keinginan 




2. Penelitian oleh Adi Mandala Louhenapessy dengan judul Implementasi 
Kebijakan Kepala Pasar Dalam Progam K3 (Kebersihan, Keamanan Dan 
Ketertiban) Di Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Dengan 
hasil penelitian Implementasi kebijakan kepala pasar dalam program K3 yaitu 
pelaksanaan sistem piket K3, pelaksanaan penertiban pedagang, pelaksanaan 
supervisi kebersihan, pelaksanaan penagihan service charge, dan pelaksanaan 
koordinasi dengan pihak kelurahan, babinsa dan babinmas. 
 
2.9.Konsep Islam tentang Kebersihan dan Ketertiban 
Islam adalah agama yang universal, integral dan menyempurnakan bagi 
semua sistem yang ada. Dengan kata lain sesungguhnya ALLAH SWT jauh – 
jauh sebelumnya telah memberikan konsep yang paling sempurna untuk 
mengatasi berbagai penyimpangan oleh manusia. Adapun ayat Al-Qur’an yang 
berhubungan dengan Kebersihan dan Ketertiban, yaitu : 
....  ۚ  َِّنإ ه َّللّٱ  ُّبُِحي ه ِيب ََّّٰىَّتلٱ  ُّبُِحي هو ِّههطهتُمۡلٱ ه يِر٢٢٢  
Artinya: 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-
orang yang mensucikan diri. (Al-Baqarah: 222). 
 
 
 َلاَمَجلا ُّبِحُي ٌليِمَج َالله َّنإ  
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan (termasuk 
kebersihan dan kerapihan ).”  (HR. Muslim no. 91) 
 
Dari beberapa dalil diatas dapat disimpulkan bahwa, sebagai seorang 
muslim kita dituntut untuk selalu menjaga kebersihan. Diri kita sendiri saja 




harus selalu menjaga kebersihannya. Tujuannya bukan untuk yang lain, melainkan 
untuk keadaan manusia itu sendiri. 
 
2.10. Definisi Konsep 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini 
maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini 
yang dioperasionalkan melaui beberapa indikator sebagai berikut: 
1. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Peran bidang pasar bagian 
kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima adalah menjalankan 
tugas pokok dan fungsi yang tertera pada peraturan walikota nomor 114 tahun 
2016 tentang tugas pokok dan fungsi. 
2. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, 
daerah kota pekanbaru yang tempat usahanya berupa kios, toko, dan los yang 
dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat 
yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar. Pedagang 
kaki lima khusus yang berada di pasar milik pemerintah kota Pekanbaru yaitu 
pasar Agus Salim dan pasar Cik Puan. 
3. Kebersihan dan Ketertiban pasar adalah salah satu dari tanda yang baik. 
Kebersihan pasar merupakan keadaan pasar yang bebas dari kotoroan, dalam 
artian sampah-sampah, bau dan genangan air di kelola dengan sebagaimana 
mestinya. Ketertiban pasar adalah segala unsur disediakan dan ditempatkan 
pada tempatnya, seperti penyediaan parkir dan penyusunan parkir sesuai 





2.11. Konsep Operasional  
 Untuk mempermudah analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam 
penelitian maka penulis mengoprasionalkan konsep oprasional. Dalam penelitian 
ini konsep oprasional penelitian adalah Peraturan Walikota Kota Pekanbaru 















Pasar di Kota 
Pekanbaru 
Perumusan dan pelaksanaan penyusunan 
program kerja 
1. Pembuatan Program kerja; 
2. Pelaksanaan Program Kerja 
Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan 
serta menganalisa laporan-laporan 
peristiwa-peristiwa yang menyangkut 
dengan ketentraman dan ketertiban pasar. 
1. Menyediakan pelayanan 
pelaporan permasalahan di 
pasar; 
2. Melakukan penanganan laporan 
permasalahan 
Perumusan dan pelaksanaan rencana 
penggunaan, mengatur dan pembinaan 
petugas ketertiban pasar serta penyelesaian 
perselisihan yang terjadi dalam lingkungan 
pasar. 
1. Penyediaan petugas ketertiban 
pasar; 
2. Melakukan pembinaan petugas 
ketertiban; 
3.  Melaksanakan penyelesaian 
perselisihan yang terjadi dalam 
lingkungan pasar. 
Perumusan dan pelaksanaan koordinasi 
dengan pihak keamanan yang lain 
sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban 
dan keamanan di dalam lingkungan pasar. 
1. Membangun kerja sama dan 
melakukan koordinasi pada 
pihak keamanan. 
Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan 
penghijauan pertamanan di lingkungan 
pasar. 
1.  Melakukan pengawasan 
kebersihan; 
2. Pemeliharaan kawasan pasar; 
3. Melakukan penghijauan pasar; 
4.  Menyediakan pertamanan 
dalam pasar. 
Pelaksanaan rencana penggunaan serta 
pengaturan petugas pelaksana kebersihan 
dan peralatan kebersihan di dalam 
lingkungan pasar. 
1.  Penyediaan petugas 
kebersihan; 
2. Menyediakan sarana dan 
peralatan kebersihan 
Penginventarisasian permasalahan dan 
penyiapan bahan petunjuk pemecahan 
masalah. 
1.  Melakukan evaluasi program 
kerja; 
Penyediaan tempat usaha pedagang kaki 
lima. 
1. Penyediaan tempat usaha 
dagang. 




2.12. Kerangka Pemikiran  
Menurut Singarimbun (2006:46) Konsep Operasional adalah unsur-unsur 
yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan 
pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai 
pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Konsep operasional pada 


















Sumber: Olahan Data, 2019. 
 
Peran Dinas Pasar Dalam Mewujudkan Ketertiban 
dan Kebersihan Pasar di Kota Pekanbaru 
TUPOKSI Bagian Pasar 
Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota 
Pekanbaru (Perwako 
Nomor 114 Tahun 
2016) 
Tewujudnya Kebersihan dan Ketertiban di 
Pasar Kota Pekanbaru 
Keadaan pasar kumuh dan tidak adanya ketertiban 





3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di  Dinas yang 
berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Selain dibeberapa 
lembaga/Dinas tersebut,  penelitian ini juga akan diadakan di 2 Tempat yaitu di 
pasar Cik Puan yang berada di Jl. Tuanku Tambusai  dan juga Agus Salim yang 
berada di Jl. Soedirman. Pemilihan kedua tempat ini dikarenakan pada saat Pasar 
berlangsung menyebabkan Kemacetan, Kotor, dan juga Suasana yang kurang 
tertib. Penelitian ini dilakukan pada Januari 2019 sampai dengan April 2019. 
 
3.2. Jenis dan Sumber Data 
Menurut Koentjaraningrat dalam (Zulganef, 2013:159) data merupakan 
sebagai catatan-catatan fakta fakta yang didapatkan dari hasil wawancara 
pengamatan, catatan mengenai perhitungan-perhitungan jumlah dan frekuensi 
kegiatan-kegiatan social, catatan mengenai pengukuran-pengukuran bidang, 
volume dan intensitas benda dan aktivitas kebudayaan, catatan-catatan kutipan 
dari bahan dokumen, dan surat kabar.  
1. Data Primer 
Sumber data primer (Sugiyono. 2009:156) adalah sumber data yang 
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian 
ini didapat dari Key Informan, maupun Informasi dari Objek penelitian yang 





2. Data Sekunder 
Sumber data sekunder (sugiyono: 2009:156) adalah sumber yang tidak 
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau dokumen. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau 
buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Untuk penelitian ini yang 
menjadi sumber datanya adalah arsip dan dokumen tentang Pasar di Kota 
Pekanbaru, Kebersihan dan Ketertiban Pasar, dan Juga Arsip tentang Kondisi 
Kota Pekanbaru baik berupa jumlah penduduk, Kondisi Geografis, dan lain 
sebagainya yang berhubungan dan dibutuhkan dalam penelitian ini. 
 
3.3. Metode Pengumpulan Data 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penilitian 
Kualitatif yaitu merujuk pada “cara-cara” mempelajari aspek kualitatif dari 
kehidupan sosial yang mencangkup beragam dimensi sosial dari tindakan 
“Action” dan keadaan, hingga proses dan peristiwa, sebagaimana dimengerti 
berdasarkan konstruksi dan makna yang diorganisasikan oleh dan melalui   
praktik-praktik sosial. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode 
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 
(Sugiyono: 2014). Metode penelitian Kualitatif dipilih dengan alasan untuk 
mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi social yang 
terkait dengan “Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Tupoksi Dinas 





Ketertiban di pasar kota Pekanbaru)”. Adapun metode pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Observasi  
Menurut Hadi dalam (Sugiyono, 2009:166) mengemukakan bahwa, 
observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 
pelbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan ubtuk melihat 
langsung keseluruhan situasi yang ada di pasar baik mengenai kebersihan maupun 
ketertibannya. 
2. Wawancara 
Teknik ini mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen berupa 
beberapa pertanyaan ini sudah disusun sebelum wawancara dilakukan. Melalui 
teknik ini diharapkan dapat dikumpulkan data tentang, umur, tingkat pendidikan, 
dari mana asal barang dagangan, berapa jam bekerja, berapa pendapatan mereka, 
berapa tanggungannya, dan lainnya. 
Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung secara 
lisan dengan informan penelitian atau narasumber. Ditegaskan Koentjaraningrat 
(1995:44), bahwa metode wawancara atau interview ini mencakup cara yang 
digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu dengan mencoba 
mendapatkan keterangan ataupun pendirian secara lisan dari seorang responden 
dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang itu. Cara ini 
dilakukan, untuk mengetahui secara langsung apa yang dimaksud oleh subjek 





Dengan demikian, keterangan diterima oleh peneliti dari informan kunci sebagai 
pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat secara intensif dalam kegiatan Pasar.  
3. Dokumentasi  
Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 
peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai 
data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi 
digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti 
mendokumentasikan kegiatan dilapangan. 
 
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah tempat atau dimana data untuk variabel di 
peroleh. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah secara instansi 
adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun subjek 





1. Kepala Bidang Pasar 
2. Kepala Seksi Bidang Kebersihan dan Ketertiban 
3.  Petugas Kebersihan 
4.  Petugas Ketertiban 
5. Pelaku Usaha Dagang 
6. Masyarakat/pengunjung 
Sumber: Data Olahan Penulis, 2019 
Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut 
Sugiyono (2012) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek kegiatan 





dan ditarik kesimpulan. Adapaun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah 
kebersihan dan ketertiban pasar. Adapun pasar-pasar yang menjadi objek 
penelitian ini adalah pasar tradisional Cik Puan dan Pasar tradisional Agus Salim. 
Penulis mengambil kedua pasar tersebut menjadi objek penelitian didasarkan oleh 
keadaan kebersihan dan ketertiban dikedua pasar tersebut  sering terlihat tidak 




GAMBARAN UMUM LOKAS PENELITIAN 
 
4.1. Keadaan Geografis 
Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 
0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. 
Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian 
berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 
1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 
Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. 
Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka 
ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 
Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 
meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 
meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 
fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya 
tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan 
Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 
Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 









Luas Kecamatan Kota Pekanbaru 
 
Kecamatan Luas Wilayah (Km
2
) Presentase Luas 
Tampan 59,81 9,46 
Payung Sekaki 43,24 6,84 
Bukit Raya 22,05 3,49 
Marpoyan Damai 29,74 4,70 
Tenayan Raya 171,27 27,09 
Lima Puluh 4,04 0,64 
Sail 3,26 0,52 
Pekanbaru Kota 2,26 0,36 
Sukajadi 3,76 0,59 
Senapelan 6,65 1,05 
Rumbai 128,85 20,38 
Rumbai Pesisir 157,33 24,88 
Pekanbaru 632,26 100,00 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015. 





kecamatan Rumbai Pesisir menjadi kecamatan terluas dengan luas 
wilayah 157,33 km
2 
, dengan presentase luas 24,88%, dan kecamatan terkecil 
adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayahnya hanya mencapai 2,26 
km
2 
dengan presentase luas 0,36%.  
Sedangkan Kota Pekanbaru berbatasan dengan-daerah Kabupaten/Kota: 
1. Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 







4.2. Keadaan Penduduk 
Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada saat ini berjumlah 1.001.864 jiwa, 
dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin Perempun 491.952 jiwa dan yang 
berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 486.017 jiwa. Kecamatan Tampan memiliki 
jumlah penduduk terbanyak dari kecamatan lainnya di kota Pekanbaru jumlah 
penduduk yang berada di Kecamatan Tampan berjumlah 194.331 jiwa (Badan 
Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2014). Lebih jelasnya jumlah penduduk di Kota 
Pekanbaru bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel. 4.2 




Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis 




Tampan 100.656 93.675 194.331 
Payung Sekaki 51.993 47.177 99.170 
Bukit Raya 54.628 51.533 106.161 
Marpoyan Damai 72.864 68.705 141.569 
Tenayan Raya 74.067 68.452 142.519 
Lima Puluh 21.819 22.163 43.982 
Sail 11.464 11.492 22.956 
Pekanbaru Kota 13.953 13.106 27.059 
Sukajadi 24.347 24.989 38.183 
Senapelan 18.819 19.364 39.733 
Rumbai 3.722 36.011 73.231 
Rumbai Pesisir 37.685 35.285 72.970 
Jumlah 486.017 491.952 1.001.864 
(Badan Pusat Statistik Pekanbaru, 2015) 
Masyarakat kota Pekanbaru mayoritas menganut agama Islam dengan 
persentase 84,8%, namun terdapat juga agama-agama lain seperti, Khatolik 
1,25%, Protestan 9,6%, Budha 3,46%, Hindu, Khonghucu dan lainnya 0.89% 




terdiri dari beberapa bidang, yaitu Pertanian, Industri, Kontruksi, Perdagangan, 
Transportasi dan Komunikasi, Keuangan, Jasa, dan lainnya. Masyarakat 
di kabupaten ini memiliki mata pencaharian utama yaitu pada bidang Pertanian 
sebanyak 4,70%. Mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian ini terdiri dari 
Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan. Bidang 
Industri sebanyak 6,56%. Bidang perdagangan sebanyak 40,25 %, transportasi 
dan komunikasi sebanyak 5,48%, keuangan 5,97%, jasa sebanyak 26,02%, dan 
bidang lainnya sebanyak 1,40% (BPS Kabupaten Pekanbaru, 2011). 
 
4.3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
4.3.1. Sejarah Terbentuknya 
Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota 
Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. 
Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain : 
Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru 
Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru 
Tahun 1996 : Bergabunglah Depertemen Perindustrian dengan Depertemen 
Perdagangan 
Depertemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru. 
Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas 




dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan 
Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut. 
Lalu pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, 
Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini. 
Tahun 2008 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 
Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-undang  Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  terjadi beberapa perubahan 
mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah yaitu bergabungnya Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 








4.3.2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
a. Visi: 
Terwujudnya Pusat Perdagangan Dan Jasa Yang Didukung Oleh Industri 
Yang Mapan, Guna Menunjangekonomi Kerakyatan 
b. Misi: 
1. Menciptakan Industri yang kondusif dan distribusi barang yang 
merata; 
2. Menumbuh kembangkan industry dan perdagangan yang berwawasan 
lingkungan; 
3. Meningkatkan mutu produk industry yang mempunyai daya saing dan 
bertanggung jawab; 
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada meningkatkan kualitas dan 
profesionalisme di bidang industry dan perdagangan; 
5. Menyediakan informasi industry dan perdagangan yang akurat; 
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, 
distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan 
pengawasan barang beredar / jasa serta perlindungan konsumen. 
 
4.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
A. Kepala Dinas 
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas 
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahaan di 




lainnya. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang 
perindustrian; 
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan 
dan bidang perindustrian; 
3. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dinas perdagangan 
dan perindustrian; 
4. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, 
pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan 
bidang perindustrian; 
5. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang 
perdagangan dan bidang perindustrian; 
6. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan 
kewenangannya; 
7. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya; 
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
bidang perdagangan dan bidang perindustrian; 
9. Pembinaan pegawai di lingkungan dinas perdagangan dan 
perindustrian; 
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 






Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 
merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Dinas 
dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi : 
1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian; 
2. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 
pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 
keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan 
program; 
4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 
dinas, upacara serta keprotokolan; 
5. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan 
evaluasi setiap bidang sebagai pertanggugjawaban; 
6. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, 
ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas 
serta perlengkapan gedung kantor; 
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 





Sekretariat terdiri dari : 
1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagian Program; 
Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
C. Bidang Tertib Perdagangan Dan Perindustrian 
Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
tertib perdagangan dan perindustrian. Bidang Tertib Perdagangan dan 
Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan   fungsi : 
1. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan 
pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal 
kemetrologian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri; 
2. Penyiapan, pemberian bimbingan tekhnis terhadap pelaksanaan 
kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri 
kecil; 
3. Melakukan penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran 
dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya 
penimbunan dan pergudangan; 
4. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-




pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka 
perlindungan konsumen; 
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari : 
1. Seksi Pengawasan Metrologi; 
2. Seksi Pengawasan Perdagangan; 
3. Seksi Pengawasan Perindustrian. 
Setiap Seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian. 
D. Bidang Pasar 
Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala 
Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar. Bidang Pasar dalam 
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
1. Pengkoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, 
penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam 
penyusunan rencana kerja tahunan; 
2. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan 
dengan perencanaan, penelitian serta   pengembangan pasar; 
3. Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, 





4. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program 
pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar; 
5. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, 
penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar; 
6. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana 
dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan 
kerja dinas pasar; 
7. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana 
kerja; 
8. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta 
penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan; 
9. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, 
keamanan dan kebersihan pasar; 
10. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib 
retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub 
dinas terkait; 
11. Pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta 
pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar; 
12. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar; 
13. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan 
penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan 




14. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi 
data pedagang dan buku registrasi pasar yang ada di dalam lingkungan 
pasar; 
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang Pasar terdiri dari : 
1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan; 
2. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL; 
3. Seksi Retribusi. 
Setiap Seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 pada ayat (1) 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 






6.1.  Kesimpulan 
Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Kebersihan Pasar Di Kota Pekanbaru, 
perannya Dinas Perdagangan dan Perindsutrian dalam hal ini biang pasar, tertuang 
dalam (Tugas Pokok dan Fungsinya yang tertuang dalam PERWAKO No 114 
Tahun 2016). Dalam tugas pokok dan fungsi bidang pasar sudah melakukan 
peranannya, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Hal tersebut didasarkan 
oleh masih belum terwujudnya keadaan pasar yang bersih, karena masih banyak 
ditemukan tumpukan-tumpukan sampah tidak pada tempatnya. Kemudian masih 
belum tersedianya lokasi khusus parkir kendaraan pengunjung. Pada saat ini 
parkir yang tersedia bagi pengunjung masih menggunakan bahu jalan yang dapat 
mengganggu ketertiban lalu linat sekitar pasar. 
Adapun faktor penyebab belum terwujudnya ketertiban dan kebersihan 
pasar adalah, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi Program 
kerja yang tidak terstruktur, pelaksanaan yang belum maksimal dan konsisten dan 
juga keterbatasan anggaran sehingga penyediaan sarana ketertiban dan kebersihan 
yang belum terpenuhi, pengawasan yang masih belum maksimal, dan juga belum 
adanya tindakan yang tegas kepada yang melanggar aturan dan kebijakan tersebut. 
Selanjutnya adalah faktor eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan 
kebersihan dan ketertiban pasar yaitu kesadaran masyarakat baik itu pedagang dan 






Dari berbagai permasalahan yang ditemukan oleh penulis, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
6.2.1. Bidang pasar selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
ketertiban dan kebersihan pasar pemerintah kota pekanbaru harus 
membuat program kerja yang terstruktur jelas dengan target jangka 
pendak, menengah dan panjangnya, kemudian melaksanakan tugas dengan 
maksimal dan optimal, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung 
pelaksanaan ketertiban dan kebersihan yang baik. 
6.2.2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu pedagang maupun 
pengunjung pasar akan pentingnya menciptakan ketertiban dan kebersihan 
pasar. Jika banyak masyarakat masih banyak yang tidak mengikuti aturan 
yang telah ditetapkan maka ada baiknya memberikan peringatan ataupun 
sanksi kepada yang melanggar aturan tersebut. 
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